
1
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura memiliki kerangka hukum

yang kuat untuk menangani tindak pidana pencurian data nasabah atau

Skimming. Di Indonesia, pasal 362 KUHP mengatur tindakan ini dengan

ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda. Di Malaysia, Akta

Penal (Kanun Keseksaan) mengatur tentang pengambilan data elektronik

tanpa izin dan dapat dihukum dengan penjara hingga 10 tahun. Di Thailand,

Undang-Undang tentang Tindakan Elektronik dan Transaksi (E-

Transaction Act) memiliki ketentuan untuk mengatasi Skimming dengan

hukuman penjara dan denda. Singapura, di sisi lain, memiliki Pasal 30 UU

ITE yang mengancam pelaku Skimming dengan hukuman penjara maksimal

12 tahun dan/atau denda yang signifikan.

2. Dalam upaya menjaga privasi nasabah dan mencegah praktik Skimming,

keempat negara ini telah mengesahkan sanksi yang tegas dan sejalan

dengan perkembangan teknologi dan kejahatan cyber. Meskipun perbedaan

dalam hukuman, semangat melindungi data nasabah dan mengatasi

ancaman Skimming tampak menjadi fokus utama dalam ketentuan hukum

dari keempat negara ini.
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B. Saran

Berdasarkan analisis kerangka hukum yang ada di Indonesia, Malaysia,

Thailand, dan Singapura terkait tindak pidana pencurian data nasabah atau

Skimming, terdapat beberapa saran yang dapat diambil.

1. Negara-negara ini dapat terus memperkuat kerja sama lintas batas

dalam pertukaran informasi dan pengalaman dalam menangani

Skimming. Ini akan membantu menghadapi tantangan yang semakin

kompleks dalam era digital.

2. Pemangku kepentingan hukum dan peradilan di negara-negara ini

harus secara rutin mengkaji dan memperbaharui kerangka hukum yang

ada agar tetap sesuai dengan perkembangan teknologi dan tren

kejahatan siber. Hal ini akan memastikan bahwa sanksi yang ada dapat

mengatasi tindakan Skimming dengan efektif. Selanjutnya, pemerintah

juga bisa memperkuat edukasi dan kesadaran masyarakat tentang

risiko dan cara menghindari Skimming.
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